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Hakekat proklamasi kemerdekaan Indonesia
1. Detik penjebolan tertib hukum kolonial sekaligus detik pembangunan nasional atau tertib hukum Indonesia.
2. Menetapkan titik koluminasi dari perjuangan bangsa Indonesia berbeda-beda untuk mewujudkan cita-citanya,hal ini di tuangkan dalam pembukaan UUD 45 dalam alenia ke 2.
Untuk merealisir tujuan proklamasi kemerdekaan inonesia maka pada tanggal 18-8-1945 berlangsung sidang PKKI,mengesahkan hukum dasar Negara, tetapi sebelum sampai persidangan PPKI sore hari setelah proklamasi kemerdekaan RI Moh. Hatta mendapat telpon dari opsir Keygun member tahu wakil-wakil rakyat yang non islam keberatan dengan sila pertama . pada tanggal 18-8-45 sebelum sidang PPKI Moh.Hatta mengadakan rapat pendahuluan mebicarakan masalah tersebut, agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah maka disepakati di ubah menjadi ketuhanan yang maha Esa..
Perubahan /perbandingan “ pembukaan” didalam piagam Jakarta dan PPKI
	Konsep pembukaan didalam piagam Jakarta    22-6-1945
	Konsep pembukaan didalam siding PPKI          18-8-1945

	
1. Kata mukadimah 
2. ….....dalam satu dasar Negara Indonesia
3. …….dengan berdasarkan kepada 
ketuhanan dengan wajib menjalankan 
syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
4. Menurut dasar kemanusiaan yang adil 
dan beradab
5. …….pintu gerbang Negara indonesia

	
1. Pembukaan 
2. …….dalam suatu UUD Negara Indonesia
3. ……dengan berdasarkan ketuhanan yang 
maha Esa
4. Kemanusiaan yang adil dan beradab
5. …..pintu gerbang kemerdekaan Negara indonesia




· Sidang I PPKI tanggal 18-8-1945 menghasilkan keputusan – keputusan 
1. Pengesahan UUD terdiri	dari:
· Pembukaan 4 alinea:
· Alinea 1
· Alinea 2
· Alinea 3
· Alinea 4 pancasila
· Batang tubuh terdiri dari pasal-pasal
· Penjelasan :
· Umum
· Pasal demi pasal

Pancasila termuat dalam pembukaan alenia 4
I. Ketuhanan Yang Maha Esa 
II. Kemanusiaan yang adil dan beradab
III. Persatuan Indonesia
IV. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dama permusyawaratan perwakilan 
V. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Memilih presiden dan wakil presiden I atas usul oto iskandardinata
· Presiden Ir. Soekarno
· Wakil presiden Moh. Hatta

3. Menetapkan berdirinya komite nasional menjadi badan musyawarah daerah .

· Perubahan / perbandingan batang tubuh didalam piagam Jakarta dan PPKI
	Konsep batang tubuh dalam piagam Jakarta     22-6-1945
	Konsep batang tubuh dalam siding PPKI             18-8-1945

	
6. (1) presiden I orang Indonesia asli
Beragama islam
29.(1) Negara berdasarkan atas ketuhanan 
dengan kewajiban menjalankan syariat islam 
bagi pemeluknya
4  (2) wakil presiden 2 orang 
Usul bab baru

	
Presiden ialah orang asli Indonesia

Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa 

Presiden dibantu oleh 1 orang 
Bab XVI pasal 37
Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR



Akhirnya UUD RI yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18-8-1945 disebut UUD 45 terdiri :
I. Pembukaan 4 alenia
II. Batang tubuh :	-XVI bab
		-37 pasal
		-IV pasal a.p – sekarang 3 pasal a.p
		-2 ayat a.t – sekarang 2 pasal a.t
III.	Penjelasan		umum
			Pasal demi pasal 

Sidang ke 2 PPKI 19-8-1945
I. Pembagian departemen & kementrian ada 12 departemen
· Departemen dalam negeri
· Departemen luar negeri
· Departemen kehakiman
· Departemen keuangan
· Departemen kemakmuran
· Departemen kesehatan
· Departemen pendidikan dan budaya
· Departemen sosial
· Departemen pertahanan
· Departemen penerangan
· Departemen perhubungan
· Departemen pekerejaan umum

II. Pembagian wilayah Indonesia kedalam 8 provinsi
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· Sidang ke III PPKI tanggal 22-8-1945
Dibicarakan komite nasional.
Keanggotaan komitmen nasional ialah PPKI ditambah dari pimpinan rakyat dari semua golongan aliran dan lapisan masyarakat. Contoh : alif ulama, kaum cendekiawan, wartawan. Setelah sidang ke III PPKI dibubarkan dan anggotanya dilebur menjadi KNIP (komite nasional Indonesia pusat) pada tanggal 29-8-1945. 


Rumusan Pancasila Yuridis Konstitusional 	
Kita lihat kronologis rumusan Pancasila dimulai sidang BPUPKI dan PPKI dari taanggal 29-5-1945
s/d siding PPKI 18-8-1945 kita dapat beberapa Rumusan Dasar Negara
	Menurut Moh. Yamin
29-5-1945
	Menurut supomo 31-5-1945
	Menurut Ir.Soekarno
1-6-1945
	Menurut piagam Jakarta
22-6-1945
	PPKI
18-8-1945
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5. 
	1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat islam bagi pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
	1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia




Jadi Pancasila Yang Yuridis Konstitusional adalah Dasar Negara Pancasila yang disyahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945



HUBUNGAN PROKLAMASI &UUD’45
Proklamasi 17-08-1945 merupakan titik kulminasi &puncak kemerdekaan.Selanjutnya tanggal 18 Agustus 1945 jiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dituangkan dalam uraian yang konkrit dan secara terperinci kedalam pembukaan UUD’45
 Dengan demikian proklamasi 17-08-1945 & pembukaan UUD’45 18-08-1945 terdapat kaidah yg tidak terpisah.Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia melahirkan pembukaan UUD’45
kita lihat ke 4 alinea pembukaan UUD’45 tertuang “PERNYATAAN KEMERDEKAAN”.
Alinea :
1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu……
1. dan perjuangan”pernyataan kemerdekaan “…
1. Atas berkat rahmat Allah…
Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini “kemerdekaanya”
IV.kemudian daripada itu,untuk membentuk suatu…
Maka disusunlah “kemerdekaan” kebangsaan Indonesia

HUBUNGAN PROKLAMASI & UUD’45
Jadi Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan secara singkat,kemudian di uraikan secara terperinci kedalam pembukaan (masing-masing alinea)
 atau pembukaan UUD’45 merupakan penjelasan lebih lanjut dari proklamasi 17-08-1945.
Oleh karena itu pembukaan UUD’45 tidak dapat dirubah oleh siapapun juga termasuk MPR, karena apabila merubah Pembukaan UUD’45 berarti merubah isi & cita-cita proklamasi 17-08-1945.apabila merubah proklamasi berarti membubarkan Negara,diperkuat dalam :
 -ketetapan MPR No.XX/MPRS/66
-ketetapan MPR No.V/MPR /73

